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BAB VI 
PENUTUP 
 
KESIMPULAN 
1. Berdasarkan langkah-langkah pengambilan kebijakan meurut Rendall B. Ripley, 
Proses formulasi kebijakan CSR awalnya dilakukan dengan mengumpulkan 
berbagai informasi mengenai kegiatan terkait. Informasi yang diperoleh kemudian 
akan dianalisis sesuai kebutuhan sehingga dapat disebarluaskan kepada pihak 
terkait maupun kepada masyarakat.  
2. Setelah tahap pengumpulan informasi, dimulailah dengan tahap perencanaan. 
Proses mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilakukan 
untuk mencapai suatu tujuan antar kedua belah pihak stakeholder. Melihat 
kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk 
mencapai tujuan, sehingga bukan hanya perencanaan atau plans semata. 
3. Selanjutnya adalah tahap mencari dukungan dan gabungan. Dari berbagai 
alternatif perencanaan tentu membutuhkan dukungan aktif dari berbagai pihak. 
Relasi tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk menciptakan citra baik di mata 
pemerintah maupun masyarakat. 
4. Tahap terakhir adalah mengenai kesepakatan antar pihak yang terkait dengan 
pembangunan di Kota Malang. Selain membentuk kesepakatan, diperlukan 
perundingan setidaknya untuk rekomendasi tindak lanjut mengenai pembangunan. 
 
REKOMENDASI 
1. Penyebarluasan informasi terkait CSR secara keseluruhan masih dilaksanakan 
dengan tertutup dan pribadi. Mengingat walikota memang memiliki latar 
belakang sebagai pengusaha, sebaiknya pemerintah kota mengadakan pertemuan 
yang lebih terbuka dalam menawarkan CSR kepada perusahaan. Ada baiknya jika 
masyarakat pun mengetahui tentang kegiatan yang akan dilakukan, bukan yang 
telah dilakukan. 
2. Pada tahap perencanaan hendaknya juga melihat dari segi ekologis dan estetik. 
Banyak taman yang dipenuhi dengan sponsor dan tidak memperhatikan sisi 
keindahan. Selain itu juga pembangunan hutan kota Malabar dengan dana CSR 
perusahaan juga perlu dipertimbangkan. Mengingat hutan kota merupakan 
jantung kota yang patut dilestarikan bukan sebagai tujuan wisata, 
3. Selanjutnya pada tahap mencari dukungan dan gabungan antar swasta dan 
masyarakat hendaknya melalui seleksi yang sesuai dan memang memberi dampak 
positif. Seperti usulan pada kampung warna warni yang semula menuai pujian, 
namun kini banyak yang mengeluh mengenai kebersihan dan lahan parkir. 
Lantaran belum diperkirakan secara matang mengenai penindaklanjutan tentang 
limbah masyarakat dan parkir. 
4. Kesepakatan perusahaan dan pemerintah hendaknya juga harus dilaksanakan 
secara transparansi khususnya mengenai nominal dana yang dibutuhkan untuk 
membangun sebuah taman agar lebih mudah dalam mengontrol tindakan 
penyelewangan dana yang mungkin dilakukan.  
